
BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

1. Ketentuan hukum yang mengatur tentang revenge porn di dalam Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat dalam Pasal 27 

ayat (1) sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang 

Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdapat dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan b, 

ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5). 

2. Perlindungan hukum  bagi korban penyebarluasan konten pornografi dengan motif 

balas dendam (revenge porn) tidak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 19 

Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 

Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun di dalam Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdapat 

perlindungan korban di dalam Pasal 42 tentang perlindungan korban, Pasal 30 

tentang Restitusi dan Pasal 26 tentang Pendampingan Korban dan Saksi 

B. Saran 

1. Dengan baru diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang 

Tindak Pidana Kekerasan Seksual diharapkan akan memberi dampak baik bagi 

korban tindak pidana kekerasan seksual dan juga terjadinya penurunan kasus 

tindak pidana kekerasan seksual dan korban akan merasa lebih aman jika akan 

melaporkan kasus tindak pidana kekerasan seksual tanpa takut akan dikenakan 

pidana dan tidak mendapatkan perlindungan hukum. Dibutuhkannya kerjasama 

antara Aparat Penegak Hukum seperti Polisi, Jaksa, Hakim, Lembaga 



Permasyarakatan agar dapat terlaksananya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. 

2. Sebaiknya dilakukan sosialisasi tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual oleh 

lembaga-lembaga terkait seperti Komnsas Perempuan, Pusat Pelayanan Terpadu 

Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan 

Perempuan dan Anak, karena masih banyaknya masyarakat yang tidak memahami 

tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual walaupun sudah diundangkannya 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan 

Seksual. 

 


